Bulan :

7y
1 [2]3]4 5167 [8(9])ho 1112 |

(2] 0]2]0]

SUBBAGIAN HUMAS
Tanggal :
17 |18 19 |20 |21 [22 (23 (24 |25 |26 |27 (28 30 |31 Media Online Solopos
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PT Ampuh Sejahtera Kembali Tagih Uang Proyek Pasar
Ir Soekarno Ke Pemkab Sukohar;jo
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1083386

PT Ampuh Sejahtera selaku pemenang gugatan proyek Pasar Ir Soekarno Sukoharjo menagih pembayaran ke Pemkab

Sukoharjo.

Solopos.com, SUKOHARJO -- PT Ampuh Sejahtera kembali melayangkan
surat kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo berisi permohonan eksekusi
gugatan proyek Pasar Ir Soekarno, beberapa hari lalu.

Kasus dengan tergugat Pemkab Sukoharjo itu dimenangi PT Ampuh
hingga pengadilan tingkat kasasi. Sebelumnya, PT Ampuh Sejahtera juga
telah melayangkan surat permohonan serupa pada beberapa bulan lalu.

PT Ampuh selaku penggugat menagih pembayaran uang kepada
tergugat, Pemkab Sukoharjo, senilai Rp6,2 miliar plus bunga enam persen
per tahun mulai 2013 hingga lunas.

Nominal uang dan bunga yang harus Pemkab Sukoharjo bayar ke PT
Ampuh Sejahtera hingga September kurang lebih Rp9 miliar. Pada sisi lain,
Pemkab Sukoharjo belum mau membayar uang tersebut.

Pemkab berpijak pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan
Jawa Tengah. LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah itu menyebut PT Ampuh
Sejahtera harus membayar denda senilai Rp7,4 miliar.

Pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) selaku pengacara
negara untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Direktur Utama PT
Ampuh, Ajiyono, mengatakan PN Sukoharjo telah menetapkan putusan
eksekusi kasus sengketa pembangunan Pasar Ir Soekarno.

Bunga 6 Persen

PN Sukoharjo memerintahkan tergugat membayar uang kepada PT
Ampuh Sejahtera selaku penggugat senilai Rp6,2 miliar plus bunga enam
persen per tahun hingga lunas sejak Februari 2013.

“Jadilah pejabat yang tunduk dan patuh terhadap aturan. Kami sudah
dua kali melayangkan surat permohonan eksekusi kepada PN Sukoharjo,”
katanya saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (27/9/2020).

Ajiyono meminta tergugat menjalankan putusan eksekusi itu. Jika tidak
segera dibayar, nominal uang yang harus dibayar Pemkab Sukoharjo
bakal bertambah karena ada penambahan bunga setiap tahun.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Aji ini menyampaikan LHP BPK menjadi bagian dalam pertimbangan
maijelis hakim MA saat memutuskan memenangkan PT Ampuh Sejahtera
terkait sengketa pembangunan Pasar Ir Soekarno Sukoharjo.

"Putusan maijelis hakim MA memiliki kekuatan hukum atau inkracht,”
ujarnya.

Sejatinya, Pemkab Sukoharjo telah mengalokasikan anggaran untuk
membayar uang plus dendanya kepada PT Ampuh. Alokasi anggaran itu
ada dalam APBD 2020.

Pelanggaran

Namun, Pemkab Sukoharjo juga meminta manajemen PT Ampuh
Sejahtera konsisten membayar denda sesuai LHP BPK Jawa Tengah. LHP
BPK Perwakilan Jawa Tengah menyebutkan ada beberapa pelanggaran.

Pelanggaran itu antara lain proses perhitungan volume pekerjaan
dilakukan tidak bersama-sama antara pihak perencana pelaksana,
konsultan pengawas, dan PPK. Juga kontraktor tak dapat merampungkan
pekerjaan pembangunan Pasar Ir Soekarno sampai batas waktu
ditentukan.

“Kejaksaan telah memanggil manajemen PT Ampuh Sejahtera dan
melakukan mediasi untuk merampungkan kasus sengketa itu. Kami
berupaya agar manajemen PT Ampuh Sejahtera konsisten membayar
denda,” kata Kajari Sukoharjo, Tatang Agus Volleyantono.

Kasus sengketa pembangunan Pasar Ir Soekarno antara PT Ampuh
dengan Pemkab Sukoharjo ini sudah bergulir kurang lebih enam tahun.
Kasus sengketa itu bergulir mulai 2014 hingga sekarang.




